
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN 

NOMOR :    9 TAHUN 2008

TENTANG

RETRIBUSI PENGUJIAN MUTU BENIH

TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR BANTEN, 

Menimbang :  a. bahwa untuk meningkatkan mutu benih tanaman pangan dan  
hortikultura yang dapat menghasilkan produksi berkualitas, 
perlu mengatur pengelolaan dan penggunaan benih dengan 
melakukan pemeriksaan lapangan, pengujian dan sertifikasi; 

b. bahwa pemeriksaan lapangan, pengujian dan sertifikasi 
sebagimana dimaksud pada huruf a, dikenakan retribusi yang 
merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD);  

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang 
Retribusi Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan Dan 
Hortikultura.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya 
Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 
Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 47B);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4048);
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan 
Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4010);

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan 
Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4043);

6. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4548);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3258);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2001 tentang 
Pembenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3616);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4139);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4095);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
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14. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2007 tentang 
Rencana Panjang Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten 
Tahun 2007-2012 ( lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 2, 
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 5);

15. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2007 tentang 
Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Banten (Lembaran 
Daerah Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah 
Provinsi Banten Nomor  7 );

16. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Dinas Daerah Provinsi Banten ( Lembaran Daerah 
Provinsi Banten Nomor 3, Tambahan Lambaran Daerah Provinsi 
Banten Nomor 10).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN

dan  

GUBERNUR BANTEN 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN 
MUTU BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut 
azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah.

4. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Banten.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD 
Provinsi Banten.

6. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Perternakan Provinsi Banten.

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Perternakan Provinsi Banten
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8. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksana Teknis 
Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura       
(BPSBTPH) pada Dinas Pertanian dan Perternakan Provinsi Banten.  

9. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Pengawasan dan 
Sertifikasi Benih pada Dinas Pertanian dan Perternakan Provinsi Banten.

10. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan 
baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang 
meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan 
Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, 
firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, 
organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, 
lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah
sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus 
disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan 
orang pribadi atau badan.

12. Retribusi Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah 
pembayaran atas fasilitas yang disediakan Pemerintah Daerah kepada wajib 
retribusi dalam rangka pemeriksaan lapangan, pengujian dan surat tanda 
daftar.

13. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang 
menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat 
dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

14. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah 
Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat 
dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan 
perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran 
Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.

16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah 
Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi. 

17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat 
untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga 
dan/atau denda. 

18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat 
SKRDKB, adalah surat keputusan yang memutuskan besarnya Retribusi 
Daerah yang terutang.

19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya 
disingkat SKRDKBT adalah Surat Ketetapan retribusi daerah yang 
menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.

20. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas 
waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu 
dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.



- 5 -

21. Pemeriksaan lapangan adalah kegiatan pemeriksaan terhadap areal 
penangkaran yang telah dilakukan sesuai dengan varietas yang dimaksud dan 
tidak tercampur sampai batas – batas tertentu, sehingga hasil yang akan 
diperoleh dapat terjamin baik dalam kemurnian genetik maupun fisik.

22. Pengujian benih dan mutu benih adalah suatu kegiatan pengujian yang 
meliputi penetapan kadar air, daya kecambah / tumbuh dan kemurnian yang 
harus dilakukan terhadap setiap kelompok benih yang akan diperdagangkan 
dengan pemberian label. (catatan agar dijelaskan dalam penjelasan)

23. Tanaman Pangan adalah seluruh tanaman yang menghasilkan karbohidrat 
sebagai kebutuhan makanan pokok masyarakat mulai dari padi, ubi, jagung, 
kedele, kacang hijau, dan lain – lain.

24. Tanaman hortikultura adalah setiap tumbuhan/tanaman yang 
dikembangkan/dibudidayakan dan dapat dikonsumsi manusia dan sebagai 
tanaman hias. 

25. Tananam hias adalah tanaman yang mempunyai nilai estetika dan keindahan.  

26. Tanaman yang dapat dikonsumsi adalah tanaman dapat dimakan dan 
bermanfaat bagi tubuh.

27. Produsen benih adalah orang pribadi dan Badan Hukum atau Instansi 
Pemerintah atau swasta yang memproduksi benih sekaligus menyalurkannya.

28. Pedagang benih adalah orang pribadi atau badan hukum yang berusaha dalam 
perdagangan benih .

29. Pohon Induk adalah sekelompok tanaman atau suatu jenis tanaman yang jelas 
asal usulnya dan keunggulannya sebagai bahan perbanyakan tanaman, baik 
perbanyakan generatif (biji) maupun perbanyakan secara vegetatif (sumber 
mata entres) untuk perbanyakan benih/bibit.

30. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat benih tanaman setelah melalui
pemeriksaan, pengujian, dan pengawasan serta memenuhi semua persyaratan 
untuk diedarkan.

31. Pelabelan adalah pemberian keterangan varietas dan mutu pada kelompok 
benih tanaman pangan dan hortikultura yang telah selesai dilakukan 
pengujian setelah melalui proses sertifikasi yang lengkap.  

32. Register adalah penerbitan nomor register pohon induk.  

33. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan 
oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan 
digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

34. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, 
mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan 
kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan peraturan 
perundang-undangan.

35. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh 
penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu 
membuat terang tindak pidana dibidang retribusi Daerah yang terjadi serta 
menemukan tersangkanya.


